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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 188.4/         /Kpts – Disbun/I/2010
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PEMBERIAN ADVIS TEKNIS PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Menimbang:
a. 
bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemberian advis teknis perijinan usaha perkebunan pada Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
b. dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.
c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik terhadap pemberian advis teknis perijinan usaha perkebunan pada Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4.      Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan;
5.      Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan;

6.     Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Negara nomor 3866).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan.OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 867 / Kpts /OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
21. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang Dibentuk Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri.
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
24. Peraturan Daerah Kaltim No.08/2008/Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Lingkup Kaltim ; 
25. Peraturan Gubernur Kaltim No.45/2008/Penjabaran Tupoksi Dinas Daerah Lingkup Kaltim ; 
MEMUTUSKAN
Menetapkan:

PERTAMA
:
Standar Pelayanan Publik terhadap pemberian advis teknis perijinan usaha perkebunan pada Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA
:
Standar Pelayanan Publik terhadap pemberian advis teknis perijinan usaha perkebunan pada Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi:

1. Advis teknis terhadap permohonan Ijin Usaha Perkebunan (IUP-B dan P)
2. Advis teknis terhadap permohonan Ijin Usaha Perkebunan pada Budidaya (IUP-B)
3. Advis teknis terhadap permohonan Ijin Usaha Perkebunan pada Pengolahan (IUP-P)
KETIGA
:
Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas / Aparat pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
:
Samarinda
Pada tanggal
:
25 Januari 2010

KEPALA DINAS  

                                                                                     H.M.NURDIN 









PEMBINA UTAMA MADYA

 NIP. 19640510 199010 1 001  

Lampiran 1.  Keputusan Kepala Dinas PerkebunanProvinsi Kalimantan Timur
Nomor    : 188.4/         /Kpts-Disbun/        /2010
Tanggal : 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMBERIAN ADVIS TEKNIS PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
I. PENDAHULUAN

     Usaha perkebunan dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum, yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas, baik milik negara maupun swasta.  Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan / atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan, wajib memiliki ijin usaha perkebunan.
Dalam penyelenggaraannya, perusahaan perkebunan harus mampu bersinergi / bermitra dengan masyarakat sekitar usaha perkebunan besar maupun masyarakat pada umumnya serta karyawan perusahaan perkebunan dalam kepemilikan dan / atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, dan memperkuat.  Perusahaan perkebunan juga wajib untuk mengelola usaha perkebunannya secara lebih baik dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan (aspek sosial, ekonomi, ekosistem).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengatur bahwa pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan / atau izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan, terlebih dahulu memperoleh rekomendasi Gubernur untuk Izin Usaha Perkebunan yang akan diterbitkan oleh Bupati / Walikota, serta Izin Usaha Perkebunan yang akan diterbitkan oleh Gubernur apabila izin lokasinya terletak pada lintas Kabupaten / Kota atas rekomendasi Bupati / Walikota.
Dalam rangka melaksanakan kegiatan fasilitasi Rekomendasi atau Izin Usaha Perkebunan yang akan diterbitkan Gubernur, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh tugas untuk memberikan advis teknis atas permohonan usaha perkebunan milik koperasi maupun perseroan terbatas.  Oleh karenanya, guna membantu kelancaran dalam pemberian advis teknis perkebunan di wilayah Kalimantan Timur, maka perlu diatur dalam keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Peraturan Daerah Kaltim No.08/2008/Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Lingkup Kaltim serta Peraturan Gubernur Kaltim No.45/2008/Penjabaran Tupoksi Dinas Daerah Lingkup Kaltim.
          Beberapa pengertian yang berhubungan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini, meliputi  :

a. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan poelayanan sesuai denganperaturan  perundanganbagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
b. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan perundangan untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik
c. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
d. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

e. Tanaman tertentu adalah jenis tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

f. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/jasa perkebunan.

g. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

h. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah                                                                                                                   serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

i. Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

j. Permohonan adalah permintaan rekomendasi teknis yang diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan tembusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur oleh koperasi maupun perseroan terbatas.

k. Rekomendasi Usaha Perkebunan adalah pertimbangan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan advis teknis dari instansi/Dinas terkait untuk digunakan dalam pemberian izin usaha perkebunan oleh Bupati/Walikota.
l. Advis Teknis Usaha Perkebunan adalah pertimbangan teknis yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur kepada Gubernur, yang meliputi aspek kelengkapan administrasi, lingkungan, sosial dan pemanfaatan spasial / ruang.
m. Hari Kerja adalah hari kerja menurut ketentuan Pemerintah.
Dalam memfasilitasi proses advis teknis usaha perkebunan terhadap koperasi maupun perseroan terbatas, pada seksi administrasi perijinan Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu melakukan manajemen penyelenggaraan pelayanan, antara lain :

1. VISI :

Terwujudnya usaha perkebunan yang berkelanjutan dan pro rakyat
2. MISI :

· Meningkatkan sistem pelayanan terhadap permohonan usaha perkebunan besar sesuai aturan yang berlaku dan secara professional
· Memotivasi tumbuhnya sistem usaha perkebunan besar yang ramah lingkungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya
· Melakukan pembinaan ijin usaha perkebunan terhadap realisasi perkembangan kegiatan usaha perkebunan maupun penggunaan investasi/permodalan
3. Ruang Lingkup Tugas: 
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan  Tata Kerja Unit  Pelaksana Teknis Dinas /UPTD Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka pada seksi administrasi perijinan Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi, antara lain   :
a. Tugas Pokok :

Memberikan pelayanan administrasi perijinan usaha perkebunan besar kepada koperasi dan perseroan terbatas
b. Fungsi :

Memberikan penjelasan kepada pemohon ijin usaha perkebunan terhadap kelengkapan administrasi/dokumen yang dimiliki
4. Jenis – Jenis Pelayanan Publik :

a. Advis teknis terhadap ijin usaha perkebunan (IUP-B dan P)
b. Advis teknis terhadap ijin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B)
c. Advis teknis terhadap ijin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P)
II. STANDAR PELAYANAN

1. Advis teknis terhadap ijin usaha perkebunan (IUP-B dan P)
A. Persyaratan Pelayanan ;
a. Identitas Perusahaan mencakup akte notaris pendirian perusahaan dan pendiriannya yang terakhir beserta pengesahannya dari Departemen Hukum dan HAM.

b. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan Gubernur;
e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan Bupati/Walikota;
f. 
Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; (dalam format peta digital)
g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi/Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/walikota;
i. 
Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;

j. 
Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Surat Pernyataan dari Perusahaan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-,  seperti :

-
Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;

-
kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

-
kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

-
Pernyataan ketersediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11 PERMENTAN 26;

-
Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
B. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya.

  Tidak Ada

C. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan

30 (Tiga Puluh) Hari Kerja, apabila berkas/dokumen perijinan yang dimohonkan lengkap sesuai dengan Permentan 26 tahun 2007 Pasal 17
D. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

a. Pelaksana seksi administrasi perijinan menerima pengajuan permohonan dari Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) dan dicatat dalam buku agenda penerimaan
b. Pelaksana seksi administrasi perijinan meneliti pengajuan permohonan dari Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) melalui form check list atas kelengkapan dokumen yang telah diterima
c. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap, maka Pelaksana seksi administrasi perijinan akan menghubungi melalui telpon maupun surat kepada  Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) untuk segera melengkapinya
d. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, dilakukan penilaian melalui presentasi rencana pembangunan usaha perkebunan oleh Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) dihadapan Tim Advis Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bersama Instansi terkait, bilamana perlu menghadirkan instansi dan/atau tokoh masyarakat Kabupaten/Kota

e. Hasil presentasi Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) ditindak lanjuti dengan penelitian/Kunjungan lapangan oleh Tim Advis Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.  Selanjutnya Tim membuat Berita Acara Penelitian (BAP)
f. Advis teknis yang diberikan dapat berupa persetujuan/diterima, penundaan atau penolakan.

g. Advis teknis disetujui / diterima apabila setelah dilakukan penilaian administrasi/dokumen dan penelitian lapangan telah memenuhi persyaratan

h. Advis teknis ditunda atau ditolak, apabila setelah dilakukan penilaian dan penelitian lapangan ternyata informasi tidak benar, rencana kerja tidak sesuai dengan perencanaan makro pembanguan perkebunan dan/atau baku teknis, dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.

E. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan :
Surat Advis Teknis Permohonan Ijin Usaha Perkebunan kepada Gubernur (diterima, ditunda atau ditolak)
F. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan dan Jumlah Pelaksana (saat ini)
a. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian, urusan persuratan, sebanyak 1 orang 
b. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan checklist dan persuratan, sebanyak 1 orang
c. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan pemetaan, sebanyak 1 orang
d. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan tata persuratan (dokumentasi BAP dan Advis Teknis Kepala Dinas), sebanyak 1 orang
e. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan penataan dokumen perijinan, sebanyak 1 orang
f. Kepala Seksi adminstrasi perijinan, urusan penelaahan/analisis, sebanyak 1 orang
g. Kepala Bidang Usaha, sebanyak 1 orang
G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Komputer (Desktop dan laptop)
b. GPS
c. 
Ploter dan printer 
d. Kertas HVS
e. Camera digital
f. 
Kendaraan  Operasional
2. Advis Teknis Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B )
A.  Persyaratan Pelayanan ;

a. Identitas Perusahaan mencakup akte notaris pendirian perusahaan dan pendiriannya yang terakhir beserta pengesahannya dari Departemen Hukum dan HAM.

b. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan Gubernur;
e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan Bupati/Walikota;
f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; (dalam format peta digital)
g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi/Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

h. Jaminan  pasokan  bahan  baku  yang  diketahui  oleh  Bupati/walikota;    (untuk IUP-P)

i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;

j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Surat Pernyataan dari Perusahaan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-,  seperti :

-
Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;

-
kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

-
kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

-
Pernyataan ketersediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11 PERMENTAN 26;

-
Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
B. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya.


Tidak Ada

C. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan

30 (Tiga Puluh) Hari Kerja, apabila berkas/dokumen perijinan yang dimohonkan lengkap sesuai dengan Permentan 26 tahun 2007 Pasal 15
D. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

a. Pelaksana seksi administrasi perijinan menerima pengajuan permohonan dari Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) dan dicatat dalam buku agenda penerimaan
b. Pelaksana seksi administrasi perijinan meneliti pengajuan permohonan dari Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) melalui form check list atas kelengkapan dokumen yang telah diterima
c. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap, maka Pelaksana seksi administrasi perijinan akan menghubungi melalui telpon maupun surat kepada  Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) untuk segera melengkapinya
d. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, dilakukan penilaian melalui presentasi rencana pembangunan usaha perkebunan oleh Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) dihadapan Tim Advis Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bersama Instansi terkait, bilamana perlu menghadirkan instansi dan/atau tokoh masyarakat Kabupaten/Kota

e. Hasil presentasi Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) ditindak lanjuti dengan penelitian/Kunjungan lapangan oleh Tim Advis Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.  Selanjutnya Tim membuat Berita Acara Penelitian (BAP)
f. 
Advisi teknis yang diberikan dapat berupa persetujuan/diterima, penundaan atau penolakan.

g. Advis teknis disetujui / diterima apabila setelah dilakukan penilaian administrasi/dokumen dan penelitian lapangan telah memenuhi persyaratan

h. Advis teknis ditunda atau ditolak, apabila setelah dilakukan penilaian dan penelitian lapangan ternyata informasi tidak benar, rencana kerja tidak sesuai dengan perencanaan makro pembanguan perkebunan dan/atau baku teknis, dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.

E. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan :
Surat Advis Teknis Permohonan Ijin Usaha Perkebunan kepada Gubernur (diterima, ditunda atau ditolak)

F. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan dan Jumlah Pelaksana (saat ini)
a. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian, urusan persuratan, sebanyak 1 orang 

b. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan checklist dan persuratan, sebanyak 1 orang

c. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan pemetaan, sebanyak 1 orang
d. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan tata persuratan (dokumentasi BAP dan Advis Teknis Kepala Dinas), sebanyak 1 orang
e. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan penataan dokumen perijinan, sebanyak 1 orang
f. Kepala Seksi adminstrasi perijinan, urusan penelaahan/analisis, sebanyak 1 orang

g. Kepala Bidang Usaha, sebanyak 1 orang

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. 
Komputer (Desktop dan laptop)
b. GPS
c. Ploter dan printer 
d. Kertas HVS
e. Camera digital
f. Kendaraan  Operasional
3. Advis Teknis Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
A. Persyaratan Pelayanan ;

a. 
Identitas Perusahaan mencakup akte notaris pendirian perusahaan dan pendiriannya yang terakhir beserta pengesahannya dari Departemen Hukum dan HAM.

b. 
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. 
Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
d. 
Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan Gubernur;
e. 
Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan Bupati/Walikota;
f. 
Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; (dalam format peta digital)
g. 
Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B)
h. 
Hak Guna Usaha (HGU)
i. 
Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi/Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

j. 
Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/walikota; (untuk IUP-P)

k. 
Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;

l. 
Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. Surat Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan dari Perusahaan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-
B. Besarnya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya.

Tidak Ada

C. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan

30 (Tiga Puluh) Hari Kerja, apabila berkas/dokumen perijinan yang dimohonkan lengkap sesuai dengan Permentan 26 tahun 2007 Pasal 16
D. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

a. Pelaksana seksi administrasi perijinan menerima pengajuan permohonan dari Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) dan dicatat dalam buku agenda penerimaan
b. Pelaksana seksi administrasi perijinan meneliti pengajuan permohonan dari Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) melalui form check list atas kelengkapan dokumen yang telah diterima
c. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap, maka Pelaksana seksi administrasi perijinan akan menghubungi melalui telpon maupun surat kepada  Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) untuk segera melengkapinya
d. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, dilakukan penilaian melalui presentasi rencana pembangunan usaha perkebunan oleh Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) dihadapan Tim Advis Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bersama Instansi terkait, bilamana perlu menghadirkan instansi dan/atau tokoh masyarakat Kabupaten/Kota

e. Hasil presentasi Pemohonan (koperasi atau perseroan terbatas) ditindak lanjuti dengan penelitian/Kunjungan lapangan oleh Tim Advis Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.  Selanjutnya Tim membuat Berita Acara Penelitian (BAP)
f. Advis teknis yang diberikan dapat berupa persetujuan/diterima, penundaan atau penolakan.

g. Advis teknis disetujui / diterima apabila setelah dilakukan penilaian administrasi/dokumen dan penelitian lapangan telah memenuhi persyaratan

h. Advis teknis ditunda atau ditolak, apabila setelah dilakukan penilaian dan penelitian lapangan ternyata informasi tidak benar, rencana kerja tidak sesuai dengan perencanaan makro pembanguan perkebunan dan/atau baku teknis, dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.

E. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan :
Surat Advis Teknis Permohonan Ijin Usaha Perkebunan kepada Gubernur (diterima, ditunda atau ditolak)

F. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan dan Jumlah Pelaksana (saat ini)
a. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian, urusan persuratan, sebanyak 1 orang 

b. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan checklist dan persuratan, sebanyak 1 orang

c. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan pemetaan, sebanyak 1 orang
d. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan tata persuratan (dokumentasi BAP dan Advis Teknis Kepala Dinas), sebanyak 1 orang
e. Staf Seksi adminstrasi perijinan, urusan penataan dokumen perijinan, sebanyak 1 orang
f. Kepala Seksi adminstrasi perijinan, urusan penelaahan/analisis, sebanyak 1 orang

g. Kepala Bidang Usaha, sebanyak 1 orang
G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. 
Komputer (Desktop dan laptop)
b. 
GPS
c. 
Ploter dan printer 
d. 
Kertas HVS
e. 
Camera digital
f. 
Kendaraan  Operasional
III. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
Dalam rangka penyebaran informasi dalam memberikan pelayanan publik maka dilakukan upaya antara lain melalui :

1. Website

2. Penyebaran Leaflet

3. Klinik pelayanan

IV. Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan/Jaminan Pelayanan
Untuk memberikan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yang dinamis dan konstruktif, masyarakat pengguna layanan perijinan diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan baik secara lisan maupun tertulis.
V. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Terhadap setiap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi secara berkala minimal setiap semester. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai indikator yang dapat digunakan adalah :

1. Jumlah dan jenis output layanan

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Indeks Penerapan Nilai Budaya kerja (IPNBK)

4. Banyaknya pengaduan









Samarinda, 25 Januari 2010
Kepala Dinas Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur

H.M. NURDIN

Pembina Utama Madya
NIP. 19640510 199010 1 001
Lampiran 2
Alur Proses Pemberian Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan 

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur



	1. Permohonan Rekomendasi


Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan


	4. Rekomendasi Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan (dapat berupa persetujuan, penundaan atau penolakan)





	2. Analisa Permohonan Rekomendasi Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan
	
	3. Saran & Pertimbangan (Presentasi dan kunjungan Lapangan oleh Tim Teknis Dinas Perkebunan Prov. Kaltim)



Tim Advis Teknis Perijinan

Usaha Perkebunan Dinas

Perkebunan Provinsi

Kalimantan Timur
Lampiran 3

CHECK LIST PENILAIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP B dan P)
PT. ..................................................
Dasar  :  Peraturan   Menteri  Pertanian Nomor  26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang    
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Pasal 17).

	No.
	Syarat & Tata Cara Permohonan IUP
	Ada/

Tidak

Ada
	Keterangan

	a.


	Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
	
	

	b.


	Nomor Pokok Wajib Pajak;


	
	

	c.


	Surat keterangan domisili;


	
	

	d.


	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/ walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
	
	

	e.


	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
	
	

	f.


	Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
	
	

	g.


	Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
	
	

	h.


	Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/walikota;
	
	

	i.


	Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
	
	

	j.


	Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	
	

	k.
	Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
	
	Surat Pernyataan PT. ...........
 Nomor dan tanggal: 
Ditandatangani diatas materai 6000

	l.
	Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
	
	Surat Pernyataan PT. ...........
 Nomor dan tanggal: 
Ditandatangani diatas materai 6000

	m.
	Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
	
	Surat Pernyataan PT. ...........
 Nomor dan tanggal: 
Ditandatangani diatas materai 6000

	n.
	Pernyataan ketersediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11;
	
	Surat Pernyataan PT. ...........
 Nomor dan tanggal: 
Ditandatangani diatas materai 6000


Keterangan tambahan :

Dilampirkan peta dalam format digital
Lampiran 4

CHECK LIST PENILAIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)
PT. ..................................................
Dasar  :  Peraturan   Menteri  Pertanian Nomor  26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang     
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Pasal 15).

	No.
	Syarat & Tata Cara Permohonan IUP
	Ada/

Tidak

Ada
	Keterangan

	a.


	Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
	
	

	b.


	Nomor Pokok Wajib Pajak;


	
	

	c.


	Surat keterangan domisili;


	
	

	d.


	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/ walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
	
	

	e.


	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
	
	

	f.


	Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
	
	

	g.


	Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
	
	

	h.


	Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/walikota;
	
	

	i.


	Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
	
	

	j.


	Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	
	

	k.
	Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
	
	Surat Pernyataan PT. ...........
 Nomor dan tanggal: 
Ditandatangani diatas materai 6000

	l.
	Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
	
	Surat Pernyataan PT. ...........
 Nomor dan tanggal: 
Ditandatangani diatas materai 6000

	m.
	Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
	
	Surat Pernyataan PT. ...........
 Nomor dan tanggal: 
Ditandatangani diatas materai 6000

	n.
	Pernyataan ketersediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11;
	
	Surat Pernyataan PT. ...........
 Nomor dan tanggal: 
Ditandatangani diatas materai 6000


Keterangan tambahan :
Dilampirkan peta dalam format digital

Lampiran 5

CHECK LIST PENILAIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN  (IUP-P)
PT. ..................................................
Dasar  :  Peraturan   Menteri  Pertanian Nomor  26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang         
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Pasal 16).

	No.
	Syarat & Tata Cara Permohonan IUP
	Ada/

Tidak

Ada
	Keterangan

	a.


	Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 

	
	

	b.


	Nomor Pokok Wajib Pajak;


	
	

	c.


	Surat keterangan domisili;


	
	

	d.


	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/ walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;


	
	

	e.


	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
	
	

	f.


	Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000
	
	

	g.


	Rekomendasi lokasi dari Pemerintah daerah lokasi unit pengolahan
	
	

	h.


	Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/walikota;
	
	

	i.


	Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;


	
	

	j.
	Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	
	

	k.
	Pernyataan kesediaan perusahaan untuk melakukan kemitraan

	
	


Keterangan tambahan :

1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)

2. Hak Guna Usaha (HGU)

Lampiran 6

I. TIM PEMBAHAS PRESENTASI PBS

Tim Pembahas Presentasi Tencana Kerja Perusahaan Besar Swasta Perkebunan terdiri dari :

1. Sumber daya aparatur lingkup Dinas Perkebunan berasal dari :

a. Bidang Usaha

b. Bidang Produksi

c. Bidang Perlindungan

d. Bidang pengembangan

e. Satgas GIS

2. Sumber daya Aparatur dari Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Prov. Kaltim. 

3. Sumber daya Aparatur dari Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.

4. Sumber daya Aparatur dari Badan Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

5. Sumber daya Aparatur dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Prov. Kaltim (bila diperlukan)
6. Sumber daya Aparatur dari Dinas Pertambangan Prov. Kaltim (bila diperlukan)

7. Sumber daya Aparatur dari Badan Pengelola DAS Mahakam

8. Sumber daya Aparatur dari Dinas Kabupaten/Kota dan tokoh Masyarakat

II. TIM TINJAUAN LAPANGAN PBS

Tim Peninjauan lapangan pembinaan dan monitoring PBS Lingkup Dinas Perkebunan Prov. Kaltim berdasarkan surat Tugas Kepala Dinas Perkebunan, yang terdiri dari :

1. Sumber daya Aparatur Bidang Usaha (prioritas)

2. Sumber daya Aparatur Bidang perlindungan (prioritas)

3. Sumber daya Aparatur Bidang Pengembangan dan Produksi (Insidentil)

4. Sumber daya Aparatur Satgas GIS ( Prioritas)

Gubernur





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


DINAS PERKEBUNAN


Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124


Website : � HYPERLINK "http://perkebunan.kaltimprov.go.id" ��http://perkebunan.kaltimprov.go.id�, e-mail : <disbun@kaltimprov.go.id>
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